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ABSTRAK
PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

Jamri
Jamrippsmap 1 9@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini membahas bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang berada
di Kabupaten Kotawaringin Barat. Cagar Budaya yang di bahas pada penelitian ini
adalah Masjid Kyai Gede, Astana Al-Nursari, dan Istana Pangeran Mangkubumi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran dan upaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat serta faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang
termasuk peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik peneliti menggunakan data kualitatif, yakni
semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung
secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data)
dengan Teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi,
fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari
permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal
pengumpulan data dari instansi yang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola Cagar Budaya berperan
sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan
penyelenggaraan pelestarian cagar budaya melalui peraturan-peraturan, sebagai
dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat baik perorangan maupun
Lembaga terkait dengan pelestarian cagar budaya, dan fasilitator adalah pemerintah
bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan
keterampilan serta di bidang pendanaan dan permodalan.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Peran, Cagar Budaya.
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ABSTRACT
THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
IN EFFORTS TO PRESERVE CULTURAL HERITAGE IN
KOTAWINGIN BARAT DISTRICT

Jamri
Jjamrippsmapl9@gmail.com
Graduate Program
Universitas Terbuka

This study discusses the role of the Office of Education and Culture of
Kotawaringin Barat Regency in efforts to preserve Cultural Heritage in
Kotawaringin Barat Regency. The cultural heritage discussed in this study is the
Kyai Gede Mosque, Astana Al-Nursari, and the Prince Mangkubumi Palace. This
study aims to describe and analyze the roles and efforts of the Education and Culture
Office of Kotawaringin Barat Regency and the factors that influence the
preservation of Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The method used
in this research is a qualitative descriptive approach. Informants in this study as
many as 8 people including researchers. Data collection techniques in this study are
observation, interviews, and documentation. The researcher's technique uses
qualitative data, namely all materials, information, and facts that cannot be
measured and calculated systematically because their form is verbal information
(sentences and data). With this technique, the researcher only collects data,
information, facts facts, statements in the form of sentences and data from problems
that researchers consider important and support in terms of data collection from the
relevant agencies at the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat
Regency. The results of this study indicate that the role of the Office of Education
and Culture in managing Cultural Heritage acts as a regulator is to prepare
directions to balance the implementation of cultural heritage preservation through
regulations, as a dynamist is to mobilize community participation both individuals
and institutions related to the preservation of cultural heritage, and the facilitator is
the government is engaged in the field of assistance through training, education and
skills improvement as well as in the field of funding and capital.

Keywords: Education Office, Role, Cultural Heritage.
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